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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

5.1.1 Waktu Lahirnya Hak Tanggungan dalam Layanan HT-el 

Sejak diberlakukannya layanan HT-el, Kantor Pertanahan sudah tidak lagi 

membuatkan buku tanah Hak Tanggungan karena catatan mengenai 

pembebanan Hak Tanggungan sudah akan tersimpan otomatis dalam sistem 

HT-el Kantor Pertanahan. Sehingga buku tanah Hak Tanggungan pun dirasa 

tidak diperlukan lagi. Namun hal ini tidak bertentangan dengan UUHT, karena 

catatan pembebanan Hak Tanggungan sudah tercatat di sistem sehingga tidak 

menghilangkan fungsi buku tanah Hak Tanggungan untuk arsip Kantor 

Pertanahan. Walaupun sudah tidak ada lagi buku tanah Hak Tanggungan, 

lahirnya Hak Tanggungan masih dapat diketahui dari jangka waktunya.   

 

Dalam Peraturan Menteri ATR/BPN No. 5/2020, diketahui bahwa Hak 

Tanggungan lahir dalam waktu 7 hari setelah permohonan terkonfirmasi. Hal 

ini juga didukung oleh penerbitan sertifikat HT-el yang terbit dalam waktu 7 

hari setelah permohonan terkonfirmasi. Kelahiran Hak Tanggungan ini masih 

sejalan dengan UUHT, karena Hak Tanggungan lahir dalam jangka waktu 7 

hari setelah Kantor Pertanahan mengkonfirmasi. Namun yang berbeda dengan 

UUHT adalah dalam waktu penerbitan sertifikat Hak Tanggungan nya. Dalam 

Peraturan Menteri ATR/BPN N0. 5/2020, waktu diterbitkannya sertifikat Hak 

Tanggungan sama dengan waktu lahirnya Hak Tanggungan. Sedangkan dalam 

UUHT dan Peraturan Menteri ATR/BPN No. 3/1997 membedakan antara 

waktu lahirnya Hak Tanggungan dan waktu diterbitkannya sertifikat Hak 

Tanggungan. Namun hal ini bukanlah sesuatu yang bertentangan, karena dalam 

layanan HT-el penerbitan sertifikat HT-el justru dibuat lebih cepat 
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dibandingkan sebelumnya dalam pendaftaran manual. Hal ini dilakukan guna 

mencapai tujuan diselenggarakan layanan HT-el, yaitu untuk  memberikan 

layanan pendaftaran Hak Tanggungan yang lebih cepat dan efisien.  

 

5.1.2 Akibat pembatalan layanan HT-el terhadap kedudukan Kreditur 

sebagai Kreditur Preferent 

Dalam Petunjuk Teknis No. 2/Juknis-400.HR.02/IV/2020 tentang Pelayanan 

Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik, diketahui force majeure yang 

dapat membatalkan layanan HT-el adalah apabila: 

a. Server mengalami blackout atau tidak berfungsi; 

b. Servis yang disediakan oleh instansi lain tidak berjalan; atau 

c. Jaringan komunikasi ke server terputus. 

Dengan dilakukannya pembatalan, sertifikat HT-el akan batal untuk diterbitkan 

namun tidak mempengaruhi lahirnya Hak Tanggungan. Hak Tanggungan akan 

tetap lahir dalam waktu 7 hari setelah Kantor Pertanahan mengkonfirmasi 

berkas nya telah lengkap, walaupun dalam proses penerbitan layanan HT-el 

terjadi force majeure. Sehingga Kantor Pertanahan harus tetap mengakui 

bahwa Hak Tanggungan telah lair. Apabila Kantor Pertanahan tidak mengakui 

Hak Tanggungan telah lahir, maka akibat pembatalan layanan HT-el ini 

terhadap Kreditur adalah: 

1. Kedudukan Kreditur hanya akan menjadi Kreditur konkuren yang 

pelunasan piutangnya sama dengan Kreditur lain. 

2. Kreditur tidak mendapat kepastian kapan ia dapat mengajukan 

permohonan pendaftaran Hak Tanggungan kembali. 

3. Dalam masa waktu pembatalan, terbukanya kesempatan bagi 

gugatan dari pihak ketiga, sita pengadilan, dan objek jaminan 

menjadi boedel pailit. 

Kreditur sebagai pihak yang dilindungi oleh UUHT seharusnya  tidak boleh 

dirugikan walaupun dalam prosesnya terjadi pembatalan layanan HT-el karena 

kerusakan atau gangguan. Agar tidak merugikan Kreditur, maka berdasarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem 
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dan Transaksi Elektronik, Kantor Pertanahan harus mempersiapkan langkah-

langkah preventif agar terhindar dari gangguan dan kerugian. Kantor 

Pertanahan juga harus menyiapkan kebijakan internal untuk menanggulangi 

kemungkinan terjadi force majeure agar tidak merugikan hak Kreditur.  

 

5.2 Saran 

Sebagai awal mula terobosan pelayanan digital elektronik oleh Kementerian 

ATR/BPN, pelaksanaan layanan HT-el memang belumlah sempurna, tetapi 

bukan berarti ini merupakan hal yang buruk untuk dilaksanakan. Tujuan 

diselenggarakannya layanan Hak Tanggungan berbasis elektronik ini 

sebenarnya sangatlah bagus, yaitu untuk memenuhi asas keterbukaan, 

ketepatan waktu, kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan untuk 

masyarakat. Agar layanan HT-el ini dapat berjalan sesuai dengan tujuannya, 

maka Penulis mencoba untuk memberikan saran agar pelaksanaan HT-el ini 

dapat terselenggara dengan baik dengan tetap sejalan dengan UUHT. Saran 

yang dapat diberikan Penulis antara lain adalah:  

1. Kepada Kantor Pertanahan, percepatan penerbitan sertifikat Hak 

Tanggungan dalam layanan HT-el sangatlah bagus, namun harus 

selalu dipastikan bahwa hasil layanan HT-el akan selalu terbit tepat 

waktu. Maka dari itu, penerapan sanksi administatif sebagaimana 

yang diatur dalam Pasal 23 ayat 2 UUHT harus diperketat agar 

ketepatan waktu hasil layanan HT-el selalu terbit sesuai dengan 

aturan dan Standar Operasional Pelayanan (SOP) nya. Dengan 

demikian, layanan HT-el akan selalu terlaksana sesuai dengan 

tujuannya. 

2. Kepada Kantor Pertanahan, agar menyiapkan kebijakan internal 

mengenai langkah preventif untuk menanggapi peristiwa force 

majeure dalam layanan HT-el sesuai yang diamanatkan oleh 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang 

Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik agar tidak 

merugikan hak Kreditur. 
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3. Kepada Kementerian ATR/BPN, perlu adanya pengawasan dan 

monitoring secara berkala terhadap seluruh Kantor Pertanahan 

dalam proses pendaftaran HT-el agar percepatan penyelesaian 

pendaftaran dapat selalu terwujud tepat waktu dan tanpa tendensi 

apapun. 

4. Kepada Kementerian ATR/BPN, agar  selalu memberikan 

pelatihan dan sosialisasi kepada pengguna sistem HT-el, baik 

Kantor Pertanahan, PPAT, dan pihak Kreditur agar tidak terjadi 

kesalahpahaman terhadap kebijakannya maupun pelaksanannya. 
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